
  

 

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG 

NOMOR 7 TAHUN 2001 

 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 10  

TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KARANTINA HEWAN, IKAN 

DAN TUMBUHAN ANTAR AREA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

 

Menimbang  a.  bahwa sebagai pelaksana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai DaerahOtonom, 

telah ditetapkan secara limitatif rincian kewenangan Pemerintah 

bidanglain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

tersebut;   

b.  bahwa salah satu kewenangan Pemerintah bidang lain 

sebgaimana dimaksud padahuruf a diatas adalah kewenangan 

bidang pengaturan ekspor impor dan pelaksanaanperkarantinaan 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf k 

PeraturanPemerintah Nomor 25 Tahun 2000;   

c.  bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dimaksud huruf b diatas, 

diterbitkanKeputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas KeputusanPresiden Nomor 165 Tahun 2000 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan 

Organisasi dan Tatakerja Departemen sebagaimana telah diubah 

denganKeputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000 yang 

menetapkan bahwa pelaksanaanperkarantinaan tumbuhan 

tanaman pangan dan holtikultura serta hewan budidayamerupakan 

kewenangan Departemen Pertanian, pelaksanaan perkaranrinaan 

tumbuhan dan hewan liar merupakan kewenangan Departemen 

Kehutanan danpelaksanaan perkarantinaan ikan budidaya 

merupakan Kewenangan DepartemenKelautan dan Perikanan;   

d.  bahwa sehubungan dengan huruf b dan c tersebut diatas, maka 

untuk tertib administrasi dan dalam rangka tertib penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah sertapenegakan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dipandang perlu mencabut Peraturan 

Daerah Propinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2000 tentang 

RetribusiPelayanan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Antar 

Area;   



 

e.  bahwa untuk pelaksanaan meksud huruf d tersebut diatas, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;   

 

Mengingat  1.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 2688);   

2.  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok 

Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 2824);   

3.  Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 

Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 3482);   

4.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

60; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

3839);   

5.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);  

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);   

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina 

Hewan;  

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41; 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4090);   

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2001 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4095);   

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, 

dan Rancangan Keputusan Presiden;   

 

 


